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‘Hal1 | m polda tetapkan

abatan kedua tersangka.
Dia hanya menyebut se-
ak ditetapkan sebagai ter-
sangka, Polda Kalbar belum
memanggil meréka. Pernya-
taannya ini sekaligus mem-
bantah isu yang beredar
bahwa Polda telah turun ke
Bengkayang dan membawa
para tersangka ke Pontianak.

"Sejak ditetapkan seba-
gai tersangka, kami belum
melakukan ~ pemanggilan
lagi," katanya. -

Sementara total keru-
gian dari Penghitungan Ke-
kayaan Negara (PKN) oleh
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK RI) dalam perkara
Bansus Desa Kabupaten
Bengkayang mencapai Rp19
Miliar. Polda Kalbar dise-
butnya berhasil menyela-
matkan aset dengan menyita
Rp9 Miliar.

“Yang bikin lama (kasus
ini) adalah proses penghi-
tungan kerugian negara.
Dimintakan suratnya Maret
2018, selesainya 8 November
2019, 18 bulan lebih,” ung-
kapnya.

Anggota DPRD Bengka-
yang, Esidorus mengatakan
sejatinya bantuan khusus desa
secara kebijakan tak menya-
lahi aturan. Namun barang-
kali, dia menduga perkara ini
jadi kesalahan lantaran dalam
pelaksanaannya memuncul-
kan persoalan.

“Selanjutnya kita serah-
kan kepada proses hukum se-
suai dengan-ketentuan. Tentu
kejadian ini menjadi pem-
belajaran yang sangat berarti

_ bagi kita semua,” katanya.

Sementara . Ketua Per-
kumpulan Aparatur  Pe-
merintah Desa  Seluruh
Indonesia (P-APDESI)

Bengkayang, Rezza Herlam-,

bang menjelaskan beberapa
kepala-desa-memang sudah

menjalani pemeriksaan da--

lam kasus tersebut. Akan
tetapi, kapasitas mereka se-

bagai saksi.
“Semua tahapan (peme-
riksaan) telah dilewati tanpa

ada keluhan yang disampai-

-kan kepada kami pengurus

P-APDESI  Bengkayang,”
katanya.
Dari informasi yang dite-

rimanya, mekanisme perhi-
tungan kerugian negara dan
pengembalian sisa anggaran
juga telah dilaksanakan
tanpa ada kendala.

“Para kades hanya men-
jawab apa yang mereka ke-
tahui ‘dan memang peran
kades sangat pasif dalam
hal ini, hanya penerima ban-
tuan,” katanya.

Dalam hal ini, P-APDESI
Bengkayang berharap kasus
ini bisa segera selesai dan
proporsional.

“Para kades yang dipe-
riksa sebagai saksi sudah
kooperatif selama ini. Kami
yakin aparat hukum akan
bertugas secara profesional,”
sebutnya

Modus Bansus

Sebelumnya, para kepala
desa di Bengkayang tak me-
nyangka penyaluran dana
bantuan khusus desa dari Ba-
dan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabu-
paten Bengkayang dari APBD
tahun 2017 dengan total Rp20

_ miliar akan bermasalah. Me-

reka bahkan sempat tak tahu,
ketika dana itu ditransfer ke

rekening desa.
~ Dana itu diberikan pada

48 desa. Jumlah dana yang
diterima tiap desa bervariasi.
Desa Sungai Duri tercatat se-
bagai penerima dana terbe-
sar senilai Rp1.880.138.000,
dan Desa Capkala pene-
ima dana terkecil yakni
p64.182.000.

Kepala Desa Bukit Sera-
an, Kecamatan Samalan-
an, Resmy (47) mengaku
esanya menerima dana se-

nilai Rp363.927.000. Pada
Minggu, 31 Desember 2017,
dana bantuan itu dikirim ke
rekening 48 desa.

Resmy mengaku, dia ha-
nya dapat informasi, dana itu
untuk pembayaran pemba-
ngunan fisik ke pihak ketiga.
Anehnya,  pemberitahuan
masuknya uang ratusan juta
masuk ke rekening desa itu
malah bersumber dari pihak
ketiga.

"Saya baru mengetahui
bahwa dana masuk ke reke-
ning desa setelah ditelepon
pihak ketiga, yang melaksa-
nakan kegiatan pekerjaan
proyek. Dana yang ditransfer
ke rekening desa untuk pem-
bayaran proyek berbagai ke-
giatan mulai dari drainase,
rehab jembatan, dan lain-
lain," ceritanya pada Suara
Pemred, pertengahan Juni
lalu.

Dia tak menduga, trans-
fer dana ratusan juta ke
rekening desa yang dipim-
pinnya bermasalah hukum.

Pihak  ketiga, kata
Resmy, ingin dana segera
dicairkan. Para kades pun
diminta tidak membuat
proposal usulan kegiatan.
Setelah berkoordinasi de-
ngan kecamatan, camat eng-
gan tanda tangan.

“Karena ' camat kami
tidak mau tanda tangan
berkas, saya selaku kades

juga tidak berani membuat
proposal usulan karena takut
bermasalah," ungkapnya.

Dana bantuan khusus
desa ini disidik ‘dalam ka-
sus dugaan tindak pidana
korupsi. Para kepala desa
penerima dana diperiksa pe-
nyidik secara maraton, sejak
Februari 2018 hingga 17 Juni’

2019. Dalam pemeriksaan
itu, penyidik meminta fo-

tokopi rekening koran desa

dan rekening pribadi.

~ Berdasarkan aturan dana
desa, ada komitmen tiga per-
sen untuk Tim Pengelola Ke-
giatan (TPK), dan dua persen
untuk kades. Namun, Resmi
tak berani mengambil fee itu.

"Dana yang ditransfer
ada yang sudah diberikan
kepada pihak ketiga untuk
membayar kegiatan sebesar
60 persen sesuai pagu dana
yang diberikan berdasarkan
perintah pembayaran. Ada
juga dana yang tidak disalur-
kan karena para kades mem-
pertanyakan siapa yang akan
buat laporan (SPJ) dan ba-
yar pajak, sedangkan bukti
kegiatan fisik ada di desa,"
ucapnya.

Belakangan, tepatnya 17
Januari 2018, dia melihat Per-
aturan Bupati Bengkayang
tentang Bantuan Keuangan
Khusus Desa. Bantuan semes-
tinya diberikan untuk semua
desa. Sedang dalam kasus ini,
Bank BPD Kalbar Cabang
Bengkayang hanya menyalur-
kan dana bantuan ke 48 desa
dari total 122 desa di Kabupa-
ten Bengkayang. Sebanyak 74
desa tak kebagian.

Korelasi Korupsi Gidot

Dalam . Kasus dugaan
korupsi lain di Bengkayang,
Senin (25/11) dilangsungkan
sidang kedua kasus korupsi
Bupati Bengkayang nonaktif,
Suryadman Gidot di Peng-
adilan Tipikor Pontianak.
Empat orang saksi dihadir-
kan. Mereka adalah Sekda
Bengkayang Obaja, Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebu-
.dayaan (Kadisdikbud) Beng-
kayang Agustinus Yan, Kasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan Bidang
Bina Marga PUPR Bengka-
yang Martinus Suwandi, dan
Kasi Penganggarari BPKAD
Bengkayang Marsindi.

Salah satu hal menarik
terungkap, bahwa. pembe-
rian sejumlah uang dari para
terdakwa kepada Gidot, ber-
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tepatan dengan pemenuhan
panggilan Polda Kalbar pa-
danya terkait kasus Dana
Bantuan Khusus (Bansus)
Desa dari Badan Pengelo-
laan Keuangan dan Aset Da-
erah (BPKAD) Bengkayang
tahun anggaran 2017 senilai
Rp20 Miliar. Di hari sama,
Selasa (3/9), Gidot terja-
ring operasi tangkap tangan
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK).

"Artinya kan kaitan de-
ngan alasan bupati itu (ka-
itan permintaan uang untuk
mengurus kasus di Polda
Kalbar), benar tidaknya kita
lihat nanti pemeriksaan lagi.
Yang jelas penyerahan uang
itu juga bertepatan dengan
pemanggilan Gidot oleh
Polda Kalbar," ungkap Jaksa
Penuntut Umum (JPU)
KPK, Feby D usai sidang.

Feby menyebutkan, fakta
persidangan menyebutkan
ada permintaan sebesar Rpl
Miliar oleh Gidot pada Ke-
pala Dinas PUPR Bengka-
yang, Aleksius dan Kepala
Disdikbud Bengkayang,
Agustinus Yan. Jika terpe-
nuhi, Gidot berjanji akan
menambahkan dana untuk
Dinas PUPR sebesar Rp7,5
Miliar dan Rp6 Miliar untuk
Disdikbud, dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
(APBD) Provinsi Kalbar.

Permintaan uang itu di-
minta setelah rapat koordi-
nasi pada 30 Agustus 2019
lalu. Rapat dihadiri Gidot,
Aleksius, Sekda Bengkayang
Obaja, Kepala Badan Kepe-
gawaian Daerah Gerardus,
Kepala Disdikbud Agusti-
nus yan, dan Kepala Bidang
Anggaran BPKAD. Saat itu,
kata Feby, Aleksius hanya
mampu menyerahkan uang
sebesar Rp340 juta, semen-
tara Kadisdikbud diminta
sebesar Rp200 juta.

"Pelaksanaannya  ter-
nyata, Kadis Disdikbud ber-
upaya menghindar untuk
tidak memenuhi permintaan
dari bupati. Dan fakta di
persidangan kita tidak bisa
buktikan Kadisdikbud mem-
berikan uang yang diminta
bupati,” ujar Feby.

Namun Feby belum bisa
memastikan, uang sebesar
itu akan digunakan untuk
apa dan siapa.

"Tapi inikan keterangan
dari bupati, dirapatkan pada
tanggal 30 Agustus ada per-
mintaan dari bupati terse-
but. Tapi tidak jelas. Entah
akal-akalan bupati, namun
yang jelas itu bupati menga-
takan demikian," ujarnya.

Berdasarkan: keterangan
yang diberikan Kasi Pemeli-
haraan/Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Bidang Bina Marga
PUPR Bengkayang, Martinus
Suwandi dan Sekda Bengka-
yang, Obaja pada persidangan
tersebut, permintaan bupati
itu baru pertama kalinya di-
lakukan: Sebelumnya, belum
pernah ada permintaan sama
oleh Gidot. e

Kuasa hukum terdakwa
Rodi, Since Kurniawati usai
sidang menjelaskan berda-
sarkan hasil persidangan,
kliennya tidak begitu me-
ngenal- Kadis PUPR Beng-
kayang, Aleksius. Maksud
permintaan uang oleh Alek-
sius pun, tidak diketahui
oleh para saksi.

"Dari empat saksi ini
sama sekali tidak mengeta-
hui. Dari keterangan saksi
juga kita bisa mendengarkan
motivasinya apa, Aleksius
meminta itu (uang permin-
taan Gidot). Nanti ketika
persidangan Aleksius kita
minta keterangan,” ujarnya.

Senada dengan Since,
Kuasa Hukum dua terdakwa
Pandus dan Yosef, Zakar-
ias menegaskan dari empat
saksi, hanya Martinus Su-

wandi yang tahu soal penye-
toran uang. '

“Mereka tidak tahu per-
sis penyerahan uang itu,
apakah untuk proyek atau
pinjaman. Tidak dijelaskan
secara rinci. Uang itu masih
samar-samar. Mungkin sete-
lah periksakan Aleksius baru
terungkap," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, Ka-
bid Humas Polda Kalbar,
Kombes Pol Donny Charles
Go membenarkan bahwa
sebelum terjaring tangkap
tangan KPK, Gidot dipang-
gil Polda Kalbar untuk di-
mintai keterangan dalam
kasus Dana Bantuan Khusus
(Bansus) Desa dari Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Beng-
kayang tahun anggaran 2017
senilai Rp20 Miliar

"Iya, memang ada pe-

manggilan. Tapi saya tidak
tahu itu (korelasi dengan
OTT KPK)," katanya.
Namun, kata Donny,
Polda Kalbar merasa kebe-
ratan atas pernyataan KPK
yang mengatakan bahwa
uang yang diminta Gidot un-
tuk mengurus kasus korupsi
dana bansus tersebut.
"Karena masih pernya-
taan sepihak, di mana alasan
seperti itu bisa saja dimun-
culkan memanfaatkan situ-
asi sedangkan situasi nyata,
Ditreskrimsus tetap mena-
ngani kasus bansus desa di
BPKAD Bengkayang," kata-
nya. B
Kalaupun dalam proses
penanganannya  terkesan
lambat, hal tersebut disebab-
kan penyidik Polda Kalbar
menunggu hasil pemerik-
saan kerugian negara. Se-
mentara hasil pemeriksaan
itu dikeluarkan BPK RI se-
telah 18 bulan dari surat per-
mohonan penyidik.
"Seminggu  kemudian
Polda Kalbar sudah mene-
tapkan dua orang sebagai
tersangka," ujarnya.

~ Pada sidang pertama
kasus korupsi Gidot, Senin
(18/11), JPU KPK Feby D
menyebutkan bahwa para
terdakwa telah memberikan
uang atas permmintaan Gidot
sebesar Rp340 juta melalui
Kepala PUPR Bengkayang,
Aleksius yang akan diguna-
kan Gidot untuk mengurus
kasus dugaan korupsi terkait
dana bantuan khusus desa
yang saat ini ditangani oleh
penyidik Polda Kalbar.

Empat terdakwa - kasus
tersebut adalah pihak' swasta
yakni Direktur Utama CV
Banjar Raya Utamd, Rodi;
Direktur Utama CV Tajur Ra-
sak, Pandus; Direktur Utama
CV Menyala, Bun Si Fat alias
Alut dan Yosef Ateng.

"Keempatnya didakwa
KPK telah memberikan uang
kepada Bupati Bengkayang,
Kadis PUPR, yang berkaitan
dengan kewenangannya Bu-
pati Bengkayang dalam me-
netapkan anggaran APBD-P
Tahun Anggaran 2019 di
PUPR, dan kewenangannya
Aleksius untuk menetap-
kan pemenang proyek PPPL
(Pekerjaan Proyek Penga- .
daan Langsung), jumlahnya
bervariasi, namun totalnya
Rp340 juta. Dan uang itu
menurut bukti-bukti di pe-
nyidikan, dipergunakan
untuk mengurus kasusnya
(Gidot) yang ditangani di
Polda," ujar Feby D usai si-
dang Senin pekan lalu.

. Selain empat terdakwa
dari swasta yang sudah mu-
lai persidangannya, masih
ada tiga tersangka lain da-
lam kasus ini. Mereka adalah
Bupati Bengkayang nonaktif
Suryadman Gidot, Kadis
PUPR Bengkayang Aleksius,
dan seorang pihak swasta

* bernama Nelly Margaretha.

(sms/nar/bls)
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